
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR //6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Ba-rang

Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penggolongar dan Kodefikasi Barang Milik

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawae.

Mengingat 1. Undang-undalg Nomor 28 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat ll dan Kotapraia di

Sumatera Selatan (Irmbaran Negara Republik Tahun

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintshan Daera-h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik IndoneBia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(L€mbaran Negara RI Tahun 2O15 Nomor 58

Tambahan t€mbaran Negara RI Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indone sia

Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telsh diubah beberaPa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor

310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 108 Tahun

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Milik Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Daerah Nomor 6 Talun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kabupatcn Musi Rawas (Lembaral Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 6).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN

KODEFIKASI BAMNG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERIMAH KABUPATEN MUSI RAWAS.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas'

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

adalah Bupati Musi Rawas.

6. Sekretaris Daerah adalal pengelola barang milik

daerah,

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya

disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang

berwenang dan bertalggung jawab melakukan

koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala

Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan

baralg milik daerah selaku pejabat pengelola

keuangan daerah.

9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan baralg milik daerah.

10. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang

melaksalakan satu atau beberapa program.

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya

disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala

unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya'

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah

Pejabat yang melaksanal<an fungsi tata usaha barang

milik daerah pada Pengguna Barang.
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13.

14.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya

disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau

Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas

mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,

dan menatausahakan barang milik daerah pada

Pejabat Penatausahaan Bajang.

Pengurus Baralg Pengguna adalah Jabatan F'ungsional

Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,

mengeluarkan, menatausahakan barang milik daera}

pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus

barang yang membantu dalam Penylapan administrasi

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah

pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah

pengurus barang yalg membantu dalam penyiapan

administrasi maupun teknis penatausahaan barang

milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan

barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Penggolongan ada.lah kegiatan untuk menetapkan

secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub

rincian objek.

Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik

daerah sesuai dengar penggolongan masing-masing

barang milik daerah.
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BAB II
RUANG UNGKUP

Pasal 2

(1) Ruar8 Ungkup Pcraturan Bupati adalah:

a. Kodelikasi barang;

b. Kode lokasi; dan

c. Kode Register.

(2) Penjelasan kodelikasi baranS, kode lokasi dan kode

register sebagaimana dimaksud pada ayat I tercantum

dalam la.mpiran I yang merupalen bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB M

KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

Kodcfikaei barang sebaaaimana dimaksud dalam Pasaf

2 huruf a, ditetaPkan sebagaimana tercantum pada

L€mpiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Kodefrkasi barang sebagaimana dimak8ud pada ayat l,
merupakan pedoman bagi Ferangkat Daerah/Unit

Kerja dalam melakukan kodefikasi yang

mcnggambarkan kode aktrn, kode kelompok, kode

jerris, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincisn

objek dan kode sub. sub rincian objek barang milik

Pemerinteh Kabupaten Musi Rawa8.

Dalam hal kode barang pada sub-sub rincian objek

belum tertuang sebagaimana dimaksud huruf a maka

memlrrgunskan kode barang sub-sub rincian objek

lainnya.

Pasal 4

Kodefikasi barang eebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) meliputi:

a. lcvel 1 menunjukkan kode akun;

(1)
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b. level 2 menunjukkan kode kelompok;

c. level 3 menunjukkan kodc jenis;

d. level4 menunjukkan kode objek;

e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;

f. levcl6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan

g. level7 menunjukkan kode sub Bub rinciaa o[ck'

BAB W

KODE I.OKASI

Pasd 5

I(odc lokasi sebagsitmna dimafrsud dalam Pasal 2

huruf b, ditetaPlcn sebagaimana tercantum Pada

Lampiran II yang merupa*an bagian yang tidak

tlrpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Itude lokasi BebagBimana rlirnekgucl Pada ayat (1),

merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit

Kerja dalan melakukan kode lokasi yang

menggambarkan lokasi masing-masing t arang rnililt

Pcmerintah KabuPatrn Musi Rawas.

Pasal 6

(1) f<ode lokasi sebagaimana dimaksud dalem Pasal 5

meliputi:

a- barang milik pemerintah Pusat (kode OO);

b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);

c. bareng mitik pemerintah dacrah kabupaten (kode

12); dan

d. barang milik lsinnya (kode f3).

(2) Ibde lokasi barang rnilik prmerintah kabuPatcn

ecbagaimana dimaksud Pada ayat (U huruf c

mcrupakan kode lokasi untuk mcmenuhi kebutuhan

pelaporan barang "'itlt daemh dan penyajian neraca

Pemerintah KabuPaten.

PlIANQOORDINISI
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(3) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oteh

Pemerintah kabupaten apabila terdapat baralg milik

pemerintah pusat, barang milik pemerintah

kabupaten, dan barang milik lainnya yang berada pada

Pemerintah KabuPaten.

BAB V

KODE REGISTER

Pasal 7

(1) Kode r€gister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf c meliputi:

a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan

b. kode barang dan nomor urut pendaftaran'

(2) Kode Registrasi terdiri dari 24 (dua puluh empat)

angka/digit kode lokasi ditambah 4 (empat)

angka/digit tahun perolehan dan 12 (dua belas)

angka/digit kode barang ditambah 6 (enam)

angka/digit nomor urut pendaftaran barang.

(3) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan identitas barang yang dipergunakan

sebagai tanda pengenai/label dan diberikan/dilekatkan

pada setiap baralg milik Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas dan dapat ditambahkan kode register dalam

bentuk kode batang (bar code).

(4) Setiap barang milik daerah diberikan label kode

register sebagaimala dimaksud pada ayat (3),

dikecualikan:

a. Persediaan;

b. Aset Tetap Renovasi (ATR);

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

d. Akumulasi Penyusutan;

e. AkumulasiAmortisasi;

f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan

g. Barang milik daerah Lainnya yang ditetapkan oleh

BuPati.
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KABI'PATEN MUSI

PRISKODESI

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku, meltc

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2Of3 tentang

Homan Tcknis Inventarisaai Barall8 Daerah

Pemerintah Kabupeten Musi Rac,as (Berite Daerah

Ihbupaten Musi Rawas Tahun 2Ol3 Nomor 318)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Perahfan Bupati Musi Rawag ini bcdaku lcjak tanggaf

diundangkan.

AgEr sctiap orang mengetahuinya, memerintehkan

pcngundangan peraturan Bupati ini deng3n

penempatannya dalam Berita Daerah lGbupeten Musi

Rawas.

Ditctapkan di Muara B€liti

Diundangkan di Muara Beliti

pedatangBal 23 D?lt'trb 2olg

SEKRETARIS DAERAH

RAWAS,

I

PARA!' l(OOFE{]i ASl

BERTTA DAEMH KABT,'PATEN MUSI R,AWAS TAHUN 2OT9 NOMOR.IT


